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Abstract

Digital transformation in rural areas is a crucial part of efforts to improve transparent and accountable village
governance. This study aims to evaluate the implementation of the Village Information System (SID) in West
Seram Regency, particularly in villages within Kairatu District, with a focus on identifying challenges and
formulating strategic recommendations. This research employs a qualitative method with a case study
approach, involving in-depth interviews, participatory observations, and document analysis related to SID
implementation. The findings reveal various challenges in SID implementation, including the lack of supportive
local regulations, limited human resource capacity, inadequate information technology infrastructure, and
suboptimal performance of pilot applications. These challenges significantly affect the effectiveness of SID
implementation at the village level. As a recommendation, strategic steps are needed, such as the formulation
of local regulations supporting digital transformation, increased investment in information technology
infrastructure, and training and capacity development for human resources at the village level. This study
contributes to the development of social sciences and humanities, particularly in understanding the dynamics
of digital transformation in rural areas and its implications for achieving the Village Sustainable Development
Goals (SDGs).
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PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi kebutuhan
mendesak di era modern, terutama dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas layanan publik (EIMassah & Mohieldin, 2020; Sofyani et al., 2020). Namun,
meskipun konsep digitalisasi sudah banyak diterapkan di kota-kota besar, implementasi di
tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Kabupaten Seram Bagian Barat,
khususnya desa-desa di Kecamatan Kairatu, menjadi salah satu contoh di mana penerapan
Sistem Informasi Desa (SID) belum berjalan optimal (Dusra et al., 2022; Lakburlawal, 2020).
Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi administratif, tetapi juga
berpengaruh terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan desa yang
berbasis teknologi. Jika hambatan-hambatan ini tidak segera diatasi, maka potensi besar yang
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ditawarkan oleh transformasi digital dalam pemerintahan desa akan sulit untuk diwujudkan
(Aponno & Hutubessy, 2020; Loupatty, 2022).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur digital masih
menjadi hambatan utama. Beberapa desa belum memiliki akses internet yang stabil,
sementara perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk menjalankan SID masih terbatas
(Misdayanti, 2021). Selain itu, kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan teknologi
digital juga menjadi persoalan serius. Banyak perangkat desa yang belum memiliki pelatihan
memadai dalam penggunaan sistem informasi, sehingga implementasi SID cenderung tidak
berkelanjutan (Khairani et al., 2021). Faktor lain yang tidak kalah penting adalah absennya
regulasi lokal yang secara spesifik mengatur dan mendorong keberlanjutan penerapan SID.
Regulasi yang ada saat ini lebih bersifat umum dan belum memberikan panduan teknis yang
jelas bagi desa-desa yang ingin mengadopsi SID secara penuh (Selanno et al., 2022).

Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan
desa bukan sekadar permasalahan teknologi, tetapi juga mencakup aspek sosial, kebijakan,
dan kapasitas sumber daya manusia. Keberhasilan implementasi SID tidak hanya ditentukan
oleh ketersediaan perangkat digital, tetapi juga oleh kesiapan ekosistem vyang
mendukungnya, termasuk peran pemerintah daerah dalam memberikan dukungan regulasi
dan pelatihan (Mananggel et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting
untuk dilakukan guna menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
atau kegagalan implementasi SID di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kajian mengenai transformasi digital dalam pemerintahan desa telah menjadi
perhatian dalam berbagai penelitian. Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan SID
dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik di tingkat desa. Misalnya,
penelitian oleh Ariyanto et al. (2022) dan Sofyani et al. (2022) mengungkapkan bahwa SID
mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, karena akses
terhadap informasi desa menjadi lebih terbuka. Studi oleh Komorowski & Stanny (2020)
menyoroti bahwa keterbatasan infrastruktur, terutama akses internet, menjadi kendala
utama dalam penerapan sistem ini. Sementara itu, Malik et al. (2022) dan Tim et al. (2021)
menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai faktor kunci
keberhasilan implementasi SID.

Selain faktor teknis dan sumber daya manusia, regulasi dan kebijakan daerah juga
berperan penting dalam mendukung transformasi digital di desa. Ponte et al. (2021)
mengidentifikasi bahwa tanpa regulasi yang jelas, implementasi SID cenderung terhambat
oleh kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian lain oleh Ferrari et al.
(2022) menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor
swasta dalam membangun infrastruktur digital yang berkelanjutan. Selain itu, studi oleh
Hwabamungu et al. (2018) menunjukkan bahwa model implementasi SID yang berbasis
partisipasi komunitas cenderung lebih berhasil dibandingkan dengan model yang hanya
mengandalkan kebijakan dari atas ke bawah.
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Dalam konteks geografis dan sosial yang lebih spesifik, beberapa penelitian telah
membahas tantangan implementasi SID di daerah terpencil. Misalnya, studi oleh Liu (2018)
meneliti kendala penerapan SID di daerah dengan infrastruktur terbatas dan menemukan
bahwa dukungan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan program ini.
Sementara itu, penelitian oleh He et al. (2021) dan Yaacoub & Alouini (2020)
menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis budaya lokal dalam memperkenalkan
teknologi digital di desa-desa tradisional. Temuan ini sejalan dengan kajian oleh Albar &
Hoque (2019) dan Porru et al. (2020) yang menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam
desain dan implementasi SID dapat meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap
teknologi baru.

Penelitian sebelumnya juga cenderung memberikan pandangan makro terkait
transformasi digital di pedesaan, tetapi sering kali mengabaikan tantangan kontekstual yang
muncul di level lokal. Padahal, tantangan di tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan
teknologi, tetapi juga dengan dinamika sosial, budaya, dan kapasitas kelembagaan lokal. Di
sinilah letak pentingnya penelitian ini, yang tidak hanya mengevaluasi implementasi SID,
tetapi juga mencoba memahami tantangan-tantangan tersebut dalam konteks unik
Kabupaten Seram Bagian Barat.

Melalui pendekatan yang lebih mendalam dan kontekstual, penelitian ini menawarkan
perspektif baru dengan mengeksplorasi hubungan antara regulasi lokal, kapasitas sumber
daya manusia, infrastruktur, dan kinerja aplikasi SID di wilayah pedesaan yang secara
geografis menantang. Fokus pada evaluasi implementasi SID di desa-desa di Kecamatan
Kairatu diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih konkret dan aplikatif, serta
menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis yang relevan. Adapun tujuan dari penelitian
ini adalah mengevaluasi implementasi SID di Kabupaten Seram Bagian Barat untuk
mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta merumuskan strategi perbaikan yang dapat
diadopsi oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini tidak hanya
berkontribusi pada pengembangan sistem informasi berbasis desa, tetapi juga mendorong
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di
tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang
bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di
desa-desa di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Pendekatan ini dipilih
karena penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, dan
tantangan yang dihadapi oleh para pelaku di lapangan secara langsung. Berbeda dari
penelitian kuantitatif yang cenderung mencari pola generalisasi berbasis angka, penelitian
kualitatif lebih menekankan pada pemahaman kontekstual yang kaya dan mendalam
(Creswell & Creswell, 2018). Dalam konteks transformasi digital di pedesaan, memahami
nuansa sosial, kapasitas kelembagaan lokal, dan kondisi geografis menjadi sangat penting.
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Pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat,
bukan tanpa alasan. Kecamatan ini mewakili karakteristik wilayah pedesaan dengan
tantangan geografis dan sosial yang unik. Terletak di wilayah yang masih menghadapi
keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, desa-desa di Kecamatan Kairatu menjadi
contoh menarik untuk melihat bagaimana proses transformasi digital berlangsung dalam
kondisi yang jauh dari ideal. Dengan fokus pada konteks lokal yang spesifik, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih konkret tentang implementasi SID di
daerah terpencil serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah desa di
sana.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam pemilihan informan,
dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam implementasi Sistem
Informasi Desa (SID). Pendekatan ini dipilih agar data yang dikumpulkan dapat
merepresentasikan berbagai perspektif, baik dari sisi pengelola maupun pengguna layanan
SID. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan bagaimana SID
dioperasikan, tetapi juga bagaimana sistem ini dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat
desa (Abdalla et al., 2018).

Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok. Pertama, perangkat
desa yang berjumlah enam orang, termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan operator SID di
masing-masing desa (Natow, 2020; Vindrola-Padros & Johnson, 2020). Mereka adalah aktor
kunci dalam implementasi SID, bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional sistem,
serta memiliki wawasan mendalam mengenai tantangan teknis maupun administratif yang
dihadapi dalam penerapan SID. Kedua, pejabat pemerintah Kecamatan Kairatu, yang terdiri
dari tiga orang yang memiliki tugas dalam pengawasan dan pembinaan desa-desa terkait
implementasi SID. Peran mereka sangat penting dalam memastikan bahwa SID berjalan sesuai
dengan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah, sekaligus memberikan dukungan teknis
maupun administratif kepada desa-desa.

Selain pihak pemerintah dan pengelola sistem, penelitian ini juga melibatkan
masyarakat desa sebagai informan, dengan jumlah enam orang dari berbagai latar belakang.
Kelompok ini dipilih untuk memahami pengalaman pengguna SID secara langsung, termasuk
tingkat kepuasan, manfaat yang dirasakan, serta hambatan yang mereka hadapi dalam
mengakses layanan berbasis digital ini. Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini menjadi
krusial karena mereka adalah penerima manfaat utama dari SID, dan persepsi mereka dapat
menjadi indikator sejauh mana sistem ini berfungsi secara efektif.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang
saling melengkapi untuk memastikan validitas dan kedalaman informasi yang diperoleh.
Kombinasi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi digunakan
untuk menangkap realitas implementasi Sistem Informasi Desa (SID) secara holistik.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami pengalaman subjektif
para informan, tetapi juga mengamati langsung dinamika di lapangan serta menelaah
kebijakan dan dokumen pendukung yang relevan.
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Metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-depth interview),
yang dilakukan secara semi-terstruktur (Fontana & Frey, 2019; Monday, 2020). Pendekatan
ini memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi lebih lanjut sesuai dengan konteks
pembicaraan, sehingga wawancara dapat berkembang secara alami berdasarkan jawaban
informan. Setiap wawancara berlangsung antara 30 hingga 60 menit dan dilakukan di tempat
yang nyaman bagi informan, seperti kantor desa, rumah mereka, atau lokasi lain yang
kondusif untuk diskusi. Melalui wawancara ini, penelitian berusaha memahami pengalaman,
persepsi, serta tantangan yang dihadapi oleh perangkat desa, pejabat kecamatan, dan
masyarakat dalam penerapan SID.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan observasi partisipatif untuk
mengamati langsung bagaimana SID dioperasikan di desa-desa Kecamatan Kairatu. Observasi
dilakukan dengan mengikuti aktivitas harian perangkat desa dalam mengelola SID, seperti
proses penginputan data kependudukan, administrasi pelayanan masyarakat, dan
pemanfaatan sistem dalam pengambilan keputusan desa. Pendekatan ini memungkinkan
peneliti untuk mengidentifikasi kendala teknis dan non-teknis yang mungkin tidak muncul
dalam wawancara, serta memahami bagaimana interaksi antara teknologi dan pengguna
berlangsung dalam praktiknya.

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga memanfaatkan analisis dokumentasi untuk
memperoleh informasi dari sumber tertulis yang relevan. Dokumen yang dikaji mencakup
laporan implementasi SID, kebijakan terkait transformasi digital di desa, serta catatan
kegiatan yang disusun oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Dokumentasi ini
tidak hanya memperkuat temuan dari wawancara dan observasi, tetapi juga memberikan
konteks historis serta kebijakan yang melandasi implementasi SID di wilayah penelitian.

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan strategi
triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber, metode, dan waktu. Pendekatan ini bertujuan
untuk mengurangi bias serta meningkatkan keakuratan interpretasi data dengan
membandingkan berbagai perspektif dan metode pengumpulan informasi. Triangulasi
sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari perangkat desa, pejabat
kecamatan, dan masyarakat. Dengan cara ini, penelitian dapat mengidentifikasi konsistensi
maupun perbedaan persepsi antar kelompok informan terkait implementasi Sistem Informasi
Desa (SID). Jika terdapat perbedaan signifikan dalam temuan dari masing-masing kelompok,
analisis lebih lanjut dilakukan untuk memahami faktor yang melatarbelakanginya.

Sementara itu, triangulasi metode diterapkan dengan mengombinasikan hasil
wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi (Abdalla et al., 2018; Moon,
2019; Santos et al., 2020). Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan
gambaran yang lebih utuh mengenai implementasi SID, tidak hanya dari perspektif subjektif
para informan, tetapi juga melalui pengamatan langsung dan telaah dokumen kebijakan yang
mendukung. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengurangi kemungkinan bias yang
mungkin muncul jika hanya mengandalkan satu metode pengumpulan data.
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Selain itu, penelitian ini juga menerapkan triangulasi waktu, di mana pengumpulan
data dilakukan pada beberapa waktu yang berbeda. Hal ini penting untuk menangkap
dinamika yang mungkin terjadi selama proses implementasi SID, termasuk perubahan
kebijakan, adaptasi teknologi, maupun respons masyarakat terhadap sistem yang diterapkan.
Dengan cara ini, penelitian dapat menghindari pengaruh situasi sesaat dan memastikan
bahwa temuan yang diperoleh mencerminkan kondisi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik, yang
memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari data.
Proses ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah
reduksi data, di mana informasi yang tidak relevan atau kurang signifikan disisihkan,
sementara data yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian dipilih dan
dikategorikan. Proses ini bertujuan untuk menyaring data agar lebih terarah dalam analisis.
Selanjutnya, dilakukan proses koding, yaitu pemberian label atau tanda pada bagian-bagian
data yang mengandung tema-tema penting. Koding ini membantu mengorganisasi data
secara lebih sistematis dan mempermudah dalam proses analisis lebih lanjut.

Setelah itu, data yang telah dikodekan disusun ke dalam kategori dan tema, sehingga
pola yang muncul dapat diidentifikasi dengan lebih jelas. Proses ini membantu peneliti
memahami hubungan antara berbagai aspek yang ditemukan di lapangan, serta bagaimana
temuan tersebut menjawab pertanyaan penelitian. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan
dan verifikasi, yaitu analisis lebih lanjut terhadap keterkaitan antara tema-tema yang muncul
dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan diverifikasi kembali dengan
mempertimbangkan konsistensi data dari berbagai sumber dan metode untuk memastikan
akurasi serta relevansinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Kecamatan Kairatu

Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram
Bagian Barat, merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital di
wilayah pedesaan. Namun, kondisi awal sebelum penerapan SID menunjukkan adanya
tantangan mendasar, terutama terkait infrastruktur teknologi informasi, kapasitas sumber
daya manusia (SDM), dan dukungan regulasi lokal. Ketiga aspek ini berperan penting dalam
menentukan keberhasilan SID, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kesiapan
desa-desa di Kecamatan Kairatu masih jauh dari optimal.

Salah satu kendala utama dalam implementasi SID di Kecamatan Kairatu adalah
keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Mayoritas desa di wilayah ini belum
sepenuhnya terjangkau oleh jaringan internet yang stabil. Observasi di beberapa desa seperti
Desa Waimital dan Desa Kairatu menunjukkan bahwa akses internet seringkali hanya tersedia
di kantor desa, itu pun dengan kualitas jaringan yang tidak selalu dapat diandalkan. Hal ini
tentu menjadi tantangan serius, mengingat operasional SID sangat bergantung pada
konektivitas internet.
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Seorang perangkat desa yang berperan sebagai operator SID di Desa Waimital
mengungkapkan bahwa ketersediaan jaringan internet di desanya sering kali tidak stabil. la
menjelaskan bahwa dalam beberapa kesempatan, jaringan internet dapat diakses dengan
lancar, tetapi di waktu lain bisa mati total selama berjam-jam. Kondisi ini, menurutnya, sangat
menghambat akses terhadap data di SID dan mengganggu kelancaran pelayanan kepada
masyarakat.

Kondisi geografis yang cukup terpencil dan minimnya perhatian terhadap
pembangunan infrastruktur teknologi menjadi alasan utama kesenjangan digital di wilayah
ini. Teori digital divide (kesenjangan digital) sangat relevan untuk menjelaskan fenomena ini,
di mana desa-desa di Kecamatan Kairatu berada di sisi yang kurang diuntungkan dibandingkan
dengan daerah perkotaan yang lebih maju secara teknologi. Disparitas ini mempertegas
perlunya upaya peningkatan infrastruktur digital agar desa-desa tidak semakin tertinggal
dalam proses transformasi digital.

Selain keterbatasan infrastruktur, kapasitas SDM juga menjadi tantangan signifikan
dalam implementasi SID. Hasil wawancara dengan beberapa kepala desa dan perangkat desa
menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka belum memiliki keterampilan teknis yang
memadai untuk mengoperasikan aplikasi SID. Banyak dari perangkat desa yang baru pertama
kali berhadapan dengan sistem berbasis digital dan merasa kesulitan untuk menyesuaikan
diri. Salah satu kepala desa di Kecamatan Kairatu mengakui bahwa ia dan perangkat desa
lainnya belum terbiasa dengan teknologi seperti SID. Pada awalnya, mereka bahkan tidak
mengetahui cara mengakses aplikasi tersebut. Namun, setelah mengikuti beberapa kali
pelatihan, mereka mulai memahami cara penggunaannya, meskipun masih ada beberapa
aspek teknis yang dirasa sulit untuk dikuasai sepenuhnya.

Keterbatasan kapasitas SDM ini menimbulkan hambatan dalam proses input data dan
pengelolaan informasi desa secara digital. Seringkali, data yang diunggah tidak lengkap atau
bahkan tidak diperbarui dalam waktu yang lama, yang berakibat pada penurunan kualitas
informasi yang tersedia di SID. Teori capacity building memberikan kerangka yang tepat untuk
memahami tantangan ini (Barth et al., 2020). Transformasi digital di pedesaan tidak hanya
membutuhkan teknologi yang canggih, tetapi juga peningkatan kapasitas individu yang
terlibat di dalamnya. Program pelatihan, pendampingan teknis, dan pengembangan
kemampuan digital merupakan langkah krusial dalam membangun kapasitas SDM agar
mereka dapat beradaptasi dengan perubahan ini (Bloomfield et al., 2018).

Dari sisi regulasi, implementasi SID di Kecamatan Kairatu masih menghadapi kendala
akibat ketiadaan aturan yang jelas di tingkat lokal. Hingga saat ini, belum ada peraturan desa
atau peraturan bupati yang secara spesifik mengatur penggunaan SID sebagai bagian dari
sistem pelayanan publik. Regulasi yang ada lebih berfokus pada aspek administratif umum,
tanpa menyentuh aspek teknis dan operasional SID. Dalam wawancara dengan pejabat
kecamatan, salah satu staf menjelaskan bahwa hingga saat ini mereka masih menunggu
arahan yang lebih jelas dari pemerintah kabupaten mengenai regulasi penggunaan SID. la
mengungkapkan bahwa desa-desa di Kecamatan Kairatu menjalankan SID berdasarkan
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inisiatif masing-masing, sehingga terdapat perbedaan dalam cara operasionalnya. Kondisi ini
menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan sistem dan menimbulkan tantangan
dalam standarisasi penggunaan SID di tingkat desa.

Ketiadaan regulasi yang spesifik ini menyebabkan implementasi SID berjalan tanpa
standar yang seragam. Beberapa desa yang memiliki perangkat desa dengan inisiatif tinggi
mampu mengoperasikan SID dengan lebih baik, sementara desa lain mengalami stagnasi
karena minimnya arahan yang jelas. Regulasi yang memadai seharusnya menjadi landasan
bagi desa dalam mengembangkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal
mereka, sekaligus memastikan adanya dukungan kelembagaan yang kuat.

Kondisi umum implementasi SID di Kecamatan Kairatu menegaskan pentingnya
memahami transformasi digital di pedesaan melalui lensa teori digital divide dan capacity
building. Teori digital divide menjelaskan bahwa desa-desa di Kecamatan Kairatu masih
berada pada sisi yang kurang diuntungkan dalam akses teknologi. Ketidakseimbangan ini
berpotensi memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi antara wilayah pedesaan dan
perkotaan jika tidak segera diatasi. Sementara itu, teori capacity building menekankan bahwa
transformasi digital yang berkelanjutan harus disertai dengan pengembangan kapasitas
individu dan kelembagaan. Program pelatihan dan pengembangan SDM merupakan strategi
yang tidak terelakkan untuk memastikan perangkat desa mampu memanfaatkan teknologi
dengan maksimal (Barth et al., 2020; Bloomfield et al., 2018). Observasi lapangan dan
wawancara dengan para informan memperkuat argumen bahwa keberhasilan transformasi
digital di pedesaan tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri, tetapi juga pada
kesiapan manusia yang mengoperasikannya serta dukungan kebijakan yang jelas dan terarah.
Identifikasi Tantangan Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Kecamatan Kairatu

Proses implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Kecamatan Kairatu dihadapkan
pada berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut berasal dari aspek regulasi yang
tidak memadai, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), minimnya infrastruktur
teknologi informasi, serta kinerja aplikasi SID yang masih belum optimal. Berbagai literatur
menunjukkan bahwa tantangan serupa sering terjadi dalam program transformasi digital di
wilayah pedesaan (Aruleba & Jere, 2022; Brunori, 2022), yang mengindikasikan perlunya
pendekatan holistik dalam memastikan keberhasilan implementasi teknologi informasi di
level lokal.

Salah satu hambatan utama yang teridentifikasi adalah ketiadaan regulasi spesifik
yang secara eksplisit mengatur implementasi SID. Saat ini, belum ada peraturan bupati atau
kebijakan lokal yang menjadi panduan operasional bagi desa-desa dalam menjalankan SID.
Menurut Rijswijk et al. (2021), regulasi dan kelembagaan yang kuat merupakan elemen
esensial dalam mendukung adopsi inovasi teknologi. Tanpa adanya kerangka regulasi yang
jelas, perangkat desa cenderung bekerja berdasarkan interpretasi masing-masing, yang dapat
menimbulkan ketidakseragaman implementasi.

Seorang perangkat desa di Kairatu menuturkan bahwa ketidakjelasan aturan dalam
penerapan SID sering menimbulkan kebingungan di tingkat desa. la menjelaskan bahwa
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setiap desa cenderung menjalankan sistem secara mandiri tanpa adanya pedoman yang
seragam. Akibatnya, ketika menghadapi kendala, solusi yang diambil pun bergantung pada
kebijakan masing-masing desa, sehingga tidak ada standar yang dapat dijadikan acuan
bersama. Observasi lapangan menunjukkan bahwa minimnya regulasi ini juga menyebabkan
kesulitan dalam koordinasi antara tingkat desa dan kabupaten. Pendekatan institutional
theory menjelaskan bahwa regulasi dan struktur kelembagaan berperan penting dalam
menciptakan legitimasi dan stabilitas untuk setiap inovasi teknologi (DrobezZ et al., 2021).
Ketidakhadiran regulasi yang kuat di Kecamatan Kairatu membuat transformasi digital
terhambat secara struktural.

Keterbatasan kapasitas SDM menjadi tantangan besar lainnya. Banyak perangkat desa
di Kecamatan Kairatu yang belum memiliki literasi digital yang memadai. Studi yang dilakukan
oleh Ariyanto et al. (2022) menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital merupakan faktor
signifikan yang menghambat transformasi digital di pedesaan. Wawancara dengan beberapa
operator SID di Kecamatan Kairatu memperkuat temuan bahwa banyak dari mereka tidak
memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengoperasikan sistem informasi berbasis
teknologi. Mereka mengungkapkan keinginan untuk belajar, namun pelatihan yang diberikan
dinilai terlalu singkat, sehingga belum cukup untuk memahami sistem secara mendalam.
Salah satu perangkat desa menyebutkan bahwa ketika terjadi masalah teknis, mereka sering
kali harus menunggu bantuan dari tim kabupaten, yang tidak selalu dapat merespons dengan
cepat. Kondisi ini menghambat kelancaran penggunaan SID di tingkat desa.

Minimnya pelatihan teknis juga menjadi sorotan penting. Berdasarkan teori capacity
building, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan merupakan kunci
keberhasilan implementasi program berbasis teknologi di wilayah yang memiliki keterbatasan
sumber daya Barth et al. (2020). Tanpa pelatihan yang memadai, transformasi digital hanya
akan menjadi beban tambahan bagi perangkat desa, bukan solusi untuk meningkatkan
pelayanan publik.

Infrastruktur teknologi informasi di Kecamatan Kairatu masih jauh dari ideal. Akses
internet yang tidak merata menjadi salah satu tantangan paling nyata. Berdasarkan temuan
Loupatty (2022), sekitar 30% wilayah pedesaan di Indonesia masih menghadapi keterbatasan
akses internet yang stabil, terutama di daerah terpencil. Observasi di Desa Kairatu
menunjukkan bahwa konektivitas internet sering kali terganggu, terutama saat cuaca buruk.
Kondisi ini berdampak langsung pada operasional SID, di mana perangkat desa mengalami
kesulitan dalam memperbarui data secara real-time. Seorang kepala desa di Waimital
menjelaskan bahwa ketika jaringan internet mati, proses pembaruan data di SID terhenti,
menyebabkan pekerjaan tertunda dan informasi desa menjadi tidak up-to-date. Hambatan
ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi yang belum memadai masih menjadi
tantangan utama dalam implementasi SID di desa-desa Kecamatan Kairatu.

Selain itu, banyak desa hanya memiliki perangkat keras yang terbatas. Komputer yang
digunakan sering kali sudah usang, sehingga menurunkan efisiensi kerja. Teori digital divide
menjelaskan bahwa ketimpangan akses teknologi antara wilayah pedesaan dan perkotaan
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menciptakan jurang digital yang signifikan, yang pada akhirnya memperkuat ketidaksetaraan
dalam akses informasi dan layanan publik (Chipeva et al., 2018; Whyte, 2018). Masalah teknis
dalam penggunaan aplikasi SID juga menjadi tantangan besar. Beberapa perangkat desa
melaporkan bahwa aplikasi sering mengalami gangguan teknis, seperti bug, kesalahan sistem,
atau ketidakstabilan ketika mengunggah data (Aissaoui, 2022; Goncalves et al., 2018). Selain
itu, fitur yang disediakan dalam aplikasi dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan
kebutuhan lokal.

Seorang operator SID di Desa Kamarian mengungkapkan bahwa aplikasi SID sering
mengalami kendala teknis, terutama saat mengunggah data jumlah penduduk. la
menjelaskan bahwa sistem kerap macet di tengah proses, memaksa mereka untuk mengulang
dari awal. Situasi ini tidak hanya memperlambat pekerjaan tetapi juga meningkatkan risiko
kesalahan dalam penginputan data, sehingga menyulitkan perangkat desa dalam
menjalankan tugas mereka secara efisien. Ketidaksesuaian antara fitur aplikasi dan
kebutuhan lokal memperkuat argumen dari Cheng (2019) dalam teori technology acceptance
model (TAM). Menurut TAM, penerimaan teknologi sangat dipengaruhi oleh persepsi
pengguna terhadap kegunaan (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaannya
(perceived ease of use). Jika pengguna merasa teknologi tidak memberikan manfaat yang jelas
atau sulit digunakan, mereka cenderung menolak atau mengabaikannya.

Dari perspektif teoretis, tantangan implementasi SID di Kecamatan Kairatu
mencerminkan pentingnya peran regulasi, kapasitas SDM, dan infrastruktur dalam
keberhasilan transformasi digital di wilayah pedesaan. Teori institutional theory menekankan
bahwa regulasi yang kuat dapat menciptakan stabilitas kelembagaan, sedangkan teori
capacity building menyoroti perlunya penguatan SDM agar mampu beradaptasi dengan
perubahan teknologi. Di sisi lain, teori digital divide dan technology acceptance model
memberikan kerangka untuk memahami bagaimana akses teknologi yang terbatas dan
persepsi pengguna terhadap teknologi memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi SID
(Grani¢ & Maranguni¢, 2019; Taherdoost, 2018).

Strategi dan Solusi Mengatasi Tantangan Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di
Kecamatan Kairatu

Dalam menghadapi tantangan implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di
Kecamatan Kairatu, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif dan
berkelanjutan. Strategi yang diusulkan dalam bagian ini bertujuan untuk mengatasi kendala
yang sebelumnya telah diidentifikasi, baik dari sisi regulasi, kapasitas sumber daya manusia
(SDM), infrastruktur teknologi informasi, hingga optimalisasi aplikasi SID itu sendiri. Strategi
ini tidak hanya berfokus pada solusi teknis tetapi juga menekankan pentingnya adaptive
governance dan community empowerment yang menggarisbawahi pelibatan masyarakat dan
adaptasi kebijakan yang kontekstual sesuai kebutuhan lokal.

Regulasi yang jelas dan spesifik sangat diperlukan untuk memberikan arah dan
pedoman bagi perangkat desa dalam mengoperasikan SID. Ketiadaan regulasi selama ini
menyebabkan banyak desa di Kecamatan Kairatu mengalami kebingungan terkait prosedur
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pelaksanaan dan pengelolaan data desa berbasis SID. Teori adaptive governance
menekankan pentingnya regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal,
terutama dalam konteks inovasi teknologi (Janssen & van der Voort, 2020; Yasmin et al.,
2020).

Rekomendasi strategis adalah mendorong pemerintah kabupaten untuk segera
merumuskan peraturan bupati (perbup) yang secara khusus mengatur operasional SID.
Regulasi ini harus mencakup panduan teknis, mekanisme pemeliharaan data, serta alur
komunikasi antara desa dan kabupaten. Sebagai perbandingan, beberapa daerah di Indonesia
yang telah mengadopsi regulasi serupa menunjukkan hasil yang positif. Misalnya, Kabupaten
Banyuwangi telah berhasil menerapkan sistem informasi desa dengan regulasi yang
mendukung, sehingga mampu meningkatkan transparansi dan pelayanan publik di tingkat
desa.

Salah satu kepala desa di Kecamatan Kairatu menyatakan harapannya agar
pemerintah kabupaten dapat mengeluarkan regulasi yang lebih jelas terkait implementasi
SID. la mengungkapkan bahwa tanpa panduan yang baku, desa-desa cenderung menerapkan
sistem secara mandiri dengan cara yang berbeda-beda. Keberadaan regulasi yang lebih
terstruktur diharapkan dapat memberikan kepastian serta standar operasional yang seragam,
sehingga penggunaan SID dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan di tingkat
desa.

Kapasitas SDM merupakan elemen kunci dalam keberhasilan transformasi digital di
desa. Rendahnya literasi digital di kalangan perangkat desa menjadi tantangan besar yang
harus diatasi melalui program pelatihan dan pendampingan teknis. Berdasarkan theory of
community empowerment, pemberdayaan komunitas melalui penguatan kapasitas individu
dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan dan mengatasi
tantangan secara mandiri (Kurniawati et al., 2021).

Strategi yang direkomendasikan adalah menyelenggarakan pelatihan rutin yang tidak
hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga manajemen data dan keamanan informasi.
Program ini sebaiknya dilakukan secara berjenjang dan kolaboratif dengan melibatkan
lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah (NGO), serta universitas lokal. Kolaborasi
semacam ini dapat menyediakan sumber daya yang lebih luas dan memastikan keberlanjutan
pelatihan.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa desa-desa yang mendapat pelatihan lebih
intensif dari NGO cenderung lebih siap dalam mengoperasikan SID. Salah satu contoh sukses
terlihat di Desa Hatusua, di mana perangkat desa mampu mengatasi masalah teknis
sederhana secara mandiri setelah mengikuti pelatihan intensif. Seorang operator SID di Desa
Hatusua mengungkapkan bahwa setelah mengikuti pelatihan, mereka merasa lebih percaya
diri dalam mengelola data. Jika sebelumnya sering mengalami kebingungan dalam
mengoperasikan sistem, kini mereka dapat mencari solusi secara mandiri ketika menghadapi
kendala. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan memiliki peran penting dalam meningkatkan
kapasitas perangkat desa dalam memanfaatkan SID secara lebih optimal. Minimnya
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infrastruktur teknologi informasi di Kecamatan Kairatu, terutama akses internet yang belum
merata, menjadi salah satu hambatan utama. Teori adaptive governance juga menekankan
pentingnya penguatan infrastruktur sebagai bagian dari respons adaptif terhadap kebutuhan
masyarakat lokal (Yasmin et al., 2020).

Strategi penguatan infrastruktur dalam implementasi SID mencakup berbagai aspek
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan digital di desa-desa. Salah satu langkah
utama adalah peningkatan akses internet di wilayah terpencil. Hal ini dapat dilakukan melalui
kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk membangun jaringan internet
yang lebih stabil, sehingga desa-desa yang sebelumnya mengalami kesulitan konektivitas
dapat lebih mudah mengakses dan mengelola data secara daring.

Selain itu, penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai dengan
kebutuhan lokal menjadi faktor krusial dalam mendukung optimalisasi SID. Perangkat desa
membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang memadai agar sistem dapat berjalan
dengan lancar tanpa mengalami kendala teknis. Observasi di beberapa desa, seperti Desa
Waimital, menunjukkan bahwa banyak perangkat keras yang tersedia sudah usang dan sering
mengalami kerusakan. Kondisi ini menghambat kinerja perangkat desa dalam menjalankan
SID secara efektif. Oleh karena itu, pengadaan perangkat baru yang lebih modern akan sangat
membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja dan meminimalisasi gangguan teknis.

Selain peningkatan perangkat, pembangunan hotspot internet publik di sekitar kantor
desa dapat menjadi solusi untuk memperluas akses informasi. Dengan adanya fasilitas ini,
tidak hanya perangkat desa yang mendapatkan manfaat, tetapi juga masyarakat yang
membutuhkan akses ke layanan digital. Ketersediaan internet yang lebih luas akan
mendukung transparansi pemerintahan desa, mempermudah komunikasi antarwarga, serta
mempercepat proses administrasi yang berbasis digital.

Kinerja aplikasi SID yang belum optimal juga memerlukan perhatian khusus. Masalah
teknis seperti bug, ketidakstabilan sistem, dan fitur yang kurang sesuai dengan kebutuhan
lokal sering kali menghambat penggunaannya. Dalam konteks ini, Teori technology
acceptance model (TAM) menjadi kerangka yang relevan untuk memahami pentingnya
penyesuaian fitur aplikasi agar lebih mudah diterima oleh pengguna di desa.

Strategi yang diusulkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SID mencakup
beberapa aspek penting. Salah satunya adalah penyesuaian fitur aplikasi SID agar lebih sesuai
dengan kebutuhan lokal. Tim pengembang aplikasi perlu berkolaborasi dengan perangkat
desa untuk memahami tantangan serta kebutuhan spesifik yang mereka hadapi dalam
penggunaan sistem ini. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif, aplikasi dapat
dikembangkan secara lebih adaptif, sehingga benar-benar mendukung administrasi dan
pelayanan desa secara optimal.

Selain itu, peningkatan layanan teknis dan dukungan pengguna juga menjadi faktor
krusial. Penyediaan pusat bantuan (helpdesk) yang responsif serta pelatihan khusus bagi
operator SID dapat membantu perangkat desa mengatasi kendala teknis dengan lebih cepat.
Seorang perangkat desa di Desa Kamarian mengungkapkan bahwa meskipun aplikasi SID
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cukup membantu dalam pengelolaan administrasi, beberapa fiturnya masih terasa kurang
relevan. la menilai bahwa jika fitur-fitur tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengguna di
tingkat desa, aplikasi ini akan menjadi jauh lebih bermanfaat.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa desa-desa yang aktif berkomunikasi dengan
pengembang aplikasi cenderung lebih mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi.
Ketika perangkat desa memiliki saluran komunikasi yang terbuka dengan tim pengembang,
mereka dapat menyampaikan umpan balik yang lebih konstruktif, sehingga perbaikan dan
pembaruan aplikasi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Strategi dan solusi yang diusulkan di atas berakar pada prinsip-prinsip adaptive
governance dan community empowerment. Adaptive governance mendorong fleksibilitas
regulasi dan adaptasi infrastruktur untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal yang
dinamis, sementara community empowerment menekankan pada pentingnya pelibatan
masyarakat dalam setiap tahap pengembangan teknologi.

Implikasi Temuan terhadap Pencapaian SDGs Desa

Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Kecamatan Kairatu memiliki potensi
besar dalam mendorong pencapaian berbagai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)
Desa. Jika dikelola dan dioptimalkan dengan baik, SID dapat menjadi instrumen penting untuk
mendukung pembangunan desa yang lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam
konteks penelitian ini, temuan terkait tantangan dan strategi implementasi SID menunjukkan
keterkaitan erat dengan SDG 9 (Infrastruktur, Industrialisasi Inklusif, dan Inovasi), SDG 16
(Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), serta SDG 17 (Kemitraan untuk
Mencapai Tujuan). Analisis ini didukung oleh konsep governance innovation, yang
menekankan pentingnya inovasi dalam tata kelola untuk memperkuat lembaga-lembaga
lokal, serta sustainable rural development, yang memberikan kerangka bagi pembangunan
pedesaan berbasis teknologi yang berkelanjutan (Compagnucci & Spigarelli, 2018; Janssen &
van der Voort, 2020).

SDG 9 mendorong penguatan infrastruktur dan inovasi sebagai kunci pembangunan
berkelanjutan. Implementasi SID berperan penting dalam membangun infrastruktur digital
yang mendukung pengelolaan data desa secara efektif dan inovatif. Di Kecamatan Kairatu,
meskipun infrastruktur teknologi informasi masih terbatas, langkah-langkah awal yang
diambil melalui pengembangan SID dapat membuka jalan bagi transformasi digital di
pedesaan.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa desa, seperti Desa Hatusua,
telah mulai memanfaatkan SID untuk mempercepat proses administrasi dan pelayanan
publik. Seorang perangkat desa menjelaskan bahwa sebelum penerapan SID, proses
pembuatan surat keterangan sering kali memakan waktu berhari-hari karena harus dilakukan
secara manual, dengan tahapan yang melibatkan pencarian data dalam arsip fisik dan
verifikasi yang memakan waktu. Namun, setelah SID diterapkan, proses tersebut menjadi jauh
lebih efisien, memungkinkan dokumen-dokumen administratif diselesaikan hanya dalam
hitungan menit. Percepatan ini tidak hanya mengurangi beban kerja perangkat desa tetapi
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juga meningkatkan kepuasan masyarakat yang membutuhkan layanan administratif dengan
cepat. Warga desa kini tidak lagi harus bolak-balik ke kantor desa untuk mengurus dokumen,
karena banyak informasi telah terdigitalisasi dan dapat diakses dengan lebih mudah. Selain
itu, transparansi dalam pelayanan pun meningkat, mengurangi potensi kesalahan dalam
pencatatan data serta mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis informasi yang
lebih akurat.

Konsep governance innovation membantu menjelaskan bagaimana inovasi dalam tata
kelola dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat kapasitas
kelembagaan desa. Dengan mengadopsi SID, desa-desa di Kecamatan Kairatu dapat menjadi
contoh bagaimana inovasi digital di tingkat lokal berkontribusi pada pencapaian SDG 9. SDG
16 menitikberatkan pada pembangunan kelembagaan yang tangguh, transparansi, serta
akses yang adil terhadap informasi dan keadilan. Implementasi SID dapat memperkuat tata
kelola desa dengan menciptakan sistem pengelolaan data yang lebih transparan dan
akuntabel.

Di Kecamatan Kairatu, salah satu manfaat utama dari SID adalah kemampuannya
dalam menyimpan dan mengolah data kependudukan secara real-time, yang memudahkan
desa dalam pengambilan keputusan berbasis data. Namun, tantangan regulasi dan kapasitas
SDM vyang terbatas sering kali menghambat optimalisasi sistem ini. Observasi lapangan
menunjukkan bahwa di beberapa desa, penggunaan SID masih bersifat sporadis dan belum
terintegrasi sepenuhnya dengan proses tata kelola desa. Konsep sustainable rural
development menyoroti pentingnya membangun kelembagaan lokal yang tangguh dalam
mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan (Koopmans et al.,, 2018). lJika
kelembagaan desa di Kecamatan Kairatu mampu memanfaatkan SID secara konsisten, maka
potensi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik akan
semakin besar.

Seorang kepala desa di Kecamatan Kairatu menyampaikan keyakinannya bahwa
implementasi SID dapat meningkatkan tata kelola desa secara lebih efektif. Menurutnya,
sistem ini berpotensi mempercepat administrasi, meningkatkan transparansi, dan
mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Namun, ia juga menekankan bahwa
keberhasilan implementasi SID sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah,
terutama dalam hal regulasi, pendampingan teknis, serta peningkatan kapasitas perangkat
desa. Tanpa adanya pelatihan lanjutan dan bimbingan yang berkelanjutan, pemanfaatan SID
di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi teknis maupun sumber
daya manusia. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan desa menjadi kunci agar
transformasi digital ini dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata
bagi masyarakat.

SDG 17 menekankan pentingnya kemitraan yang kuat untuk mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks implementasi SID, kolaborasi antara
pemerintah desa, pemerintah daerah, NGO, dan penyedia layanan teknologi menjadi kunci
keberhasilan. Pengalaman dari beberapa desa di Kecamatan Kairatu menunjukkan bahwa
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desa-desa yang bekerja sama dengan NGO atau universitas dalam pengembangan dan
pendampingan teknis SID cenderung lebih berhasil dalam mengadopsi sistem ini. Misalnya,
Desa Kamarian telah menjalin kerja sama dengan universitas lokal untuk pelatihan
pengelolaan data, yang berdampak positif pada kemampuan perangkat desa dalam
mengoperasikan SID.

Seorang operator SID di Desa Kamarian mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan
pihak luar, seperti lembaga pendamping, akademisi, dan penyedia teknologi, memberikan
manfaat besar dalam pengelolaan SID. Menurutnya, keterlibatan pihak eksternal membawa
wawasan dan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak mereka miliki, terutama dalam hal
optimalisasi penggunaan teknologi dan pemecahan masalah teknis. Dengan adanya
pendampingan ini, perangkat desa dapat lebih memahami cara kerja sistem secara lebih
mendalam, sekaligus memperoleh solusi yang lebih efektif terhadap berbagai kendala yang
mereka hadapi. Kolaborasi semacam ini juga mendorong inovasi dalam tata kelola desa, di
mana perangkat desa tidak hanya mengandalkan kebiasaan administratif lama, tetapi mulai
menerapkan praktik yang lebih modern dan berbasis data. Selain itu, kehadiran mitra
eksternal turut membantu dalam mempercepat adaptasi terhadap perubahan teknologi,
memastikan bahwa sistem yang digunakan tetap relevan dan dapat terus berkembang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat desa.

Analisis berbasis governance innovation menunjukkan bahwa kemitraan strategis
dapat menciptakan ruang inovasi yang lebih luas bagi desa dalam mengatasi tantangan
teknologi dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, sustainable rural
development mengingatkan bahwa pembangunan desa yang berkelanjutan hanya bisa
dicapai jika ada sinergi antara berbagai aktor, termasuk masyarakat lokal sebagai subjek
pembangunan.

Refleksi dan Rekomendasi Kebijakan

Temuan penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan
implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Kecamatan Kairatu. Selain itu, temuan ini juga
membuka ruang refleksi untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah ada serta peluang
untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan strategis. Dalam proses ini, pendekatan
policy innovation menawarkan perspektif penting mengenai perlunya pembaruan kebijakan
yang responsif terhadap kebutuhan lokal, sementara collaborative governance mendorong
partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Selama proses penelitian, berbagai tantangan yang teridentifikasi, seperti regulasi
lokal yang belum memadai, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta
minimnya infrastruktur teknologi informasi, menunjukkan perlunya perubahan kebijakan
yang lebih progresif dan adaptif. Seorang kepala desa di Kecamatan Kairatu mengungkapkan
bahwa meskipun desa-desa sebenarnya ingin memanfaatkan SID secara optimal, regulasi
yang ada belum memberikan pedoman teknis yang jelas. Ketidakjelasan ini membuat
perangkat desa kesulitan dalam mengintegrasikan sistem secara penuh ke dalam tata kelola
administrasi mereka. Akibatnya, banyak desa masih menjalankan metode administrasi
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manual sebagai langkah antisipatif jika terjadi kendala dalam penggunaan SID. Observasi
lapangan juga menunjukkan bahwa ketergantungan pada metode manual bukan hanya
disebabkan oleh regulasi yang belum mendukung secara teknis, tetapi juga karena
keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan yang berkelanjutan. Beberapa
perangkat desa mengakui bahwa tanpa bimbingan teknis yang memadai, mereka kesulitan
dalam mengoperasikan dan mengelola sistem dengan maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa
selain regulasi yang lebih jelas, dukungan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan
pendampingan teknis juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi SID.

Dalam jangka pendek, upaya perbaikan operasional SID harus menjadi prioritas utama
agar sistem ini dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat langsung kepada
masyarakat desa. Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah penyusunan
regulasi teknis dan prosedural yang lebih jelas. Regulasi ini sangat dibutuhkan untuk
memberikan pedoman yang sistematis bagi pemerintah desa dalam mengoperasikan SID.
Standar operasional prosedur (SOP), mekanisme pemeliharaan data, serta protokol
keamanan informasi harus dirumuskan secara rinci agar perangkat desa memiliki acuan yang
baku dalam menjalankan sistem ini.

Seorang operator SID di Desa Kamarian mengungkapkan bahwa selama ini mereka
hanya belajar dari pengalaman tanpa adanya panduan tertulis yang jelas. Situasi ini membuat
implementasi SID di berbagai desa berjalan dengan cara yang berbeda-beda, bergantung
pada inisiatif masing-masing perangkat desa. Dengan adanya regulasi teknis yang
komprehensif, proses implementasi dapat menjadi lebih terstruktur dan seragam, sehingga
meminimalkan kendala yang muncul akibat ketidakkonsistenan dalam penggunaan sistem.

Selain itu, peningkatan layanan dukungan teknis juga menjadi faktor kunci dalam
menjaga keberlangsungan operasional SID. Pemerintah kabupaten perlu membentuk tim
dukungan teknis yang dapat memberikan bantuan langsung kepada desa-desa yang
mengalami kendala, baik secara daring maupun melalui kunjungan lapangan. Tim ini dapat
bertugas dalam melakukan pemeliharaan rutin, menangani masalah teknis yang muncul,
serta memberikan pelatihan singkat secara berkala kepada operator SID di desa. Dengan
adanya layanan pendampingan yang responsif, perangkat desa tidak lagi harus menghadapi
permasalahan teknis sendirian dan dapat lebih percaya diri dalam mengelola SID secara
optimal.

Dalam jangka panjang, strategi kebijakan untuk implementasi SID harus difokuskan
pada dua aspek utama: penguatan kapasitas kelembagaan desa dan pengembangan
infrastruktur digital yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, SID tidak hanya menjadi alat
bantu administratif semata, tetapi juga dapat berkembang sebagai bagian dari sistem tata
kelola desa yang lebih modern dan efektif.

Salah satu strategi yang perlu dikembangkan adalah program capacity building
berbasis kolaborasi. Mengacu pada konsep capacity building dari Barth et al. (2020), program
pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal harus menjadi bagian integral dari
kebijakan jangka panjang. Pelatihan ini tidak bisa hanya dilakukan sekali di awal implementasi,
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tetapi harus berlangsung secara berkala untuk memastikan bahwa perangkat desa terus
meningkatkan keterampilannya dalam mengoperasikan SID. Kolaborasi dengan universitas
dan lembaga pelatihan dapat menjadi solusi untuk menyediakan pelatihan yang lebih
terstruktur, mencakup literasi digital, pengelolaan data, serta keamanan siber. Seorang
perangkat desa di Hatusua mengungkapkan bahwa mereka mengharapkan adanya pelatihan
rutin agar dapat menguasai sistem dengan lebih baik, bukan hanya pelatihan singkat di awal
yang sering kali kurang mendalam.

Selain aspek kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur digital
pedesaan juga harus menjadi prioritas. Peningkatan akses internet di wilayah terpencil
merupakan salah satu tantangan terbesar dalam implementasi SID. Pemerintah perlu bekerja
sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk memastikan ketersediaan jaringan
internet yang stabil, sehingga perangkat desa tidak lagi mengalami kendala teknis akibat
konektivitas yang buruk. Selain itu, program penyediaan perangkat keras yang sesuai dengan
kebutuhan lokal juga perlu diperhatikan. Banyak desa masih menggunakan perangkat yang
usang, yang berpotensi menghambat kelancaran operasional SID. Pendekatan ini sejalan
dengan konsep sustainable rural development yang dikemukakan oleh Brunori (2022), di
mana infrastruktur digital menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan pedesaan
yang berkelanjutan.

Pendekatan collaborative governance yang dikemukakan oleh Rojas et al. (2020)
menyoroti pentingnya kemitraan antara berbagai aktor—pemerintah, masyarakat, sektor
swasta, dan akademisi—dalam merancang serta mengimplementasikan kebijakan publik
yang berkelanjutan. Dalam konteks implementasi SID, kolaborasi lintas sektor ini bukan hanya
mempercepat adopsi teknologi di desa-desa, tetapi juga memastikan bahwa sistem yang
diterapkan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Salah satu aspek utama dari kolaborasi ini adalah kemitraan dengan sektor swasta.
Perusahaan teknologi dapat berperan dalam mengembangkan dan mengoptimalkan aplikasi
SID agar lebih sesuai dengan kebutuhan desa. Selain itu, program Corporate Social
Responsibility (CSR) dapat diarahkan untuk mendukung penyediaan perangkat keras dan
akses internet bagi desa-desa yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi.
Dengan melibatkan sektor swasta, inovasi dalam pengelolaan data desa dapat lebih cepat
berkembang dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terbaru.

Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan juga menjadi strategi yang penting.
Universitas dan sekolah kejuruan dapat menjadi mitra dalam menyediakan tenaga ahli serta
menyelenggarakan pelatihan bagi perangkat desa. Tidak hanya itu, institusi akademik juga
dapat melakukan penelitian evaluatif secara berkala untuk mengidentifikasi tantangan dalam
implementasi SID dan memberikan rekomendasi berbasis data bagi pembuat kebijakan.
Dengan pendekatan berbasis riset ini, setiap kebijakan yang diterapkan dapat lebih tepat
sasaran dan memiliki dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan
publik di tingkat desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan evaluasi SID juga perlu diperkuat.

120


https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/populis/index

Populis: Jurnal llmu Sosial dan limu Volume 18 No. 1 | November 2023
Politik https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/populis/index

P-ISSN: 1907-9893 | E-ISSN: 3090-7047

Masyarakat tidak hanya sebagai pengguna layanan, tetapi juga bisa berkontribusi dalam
proses pengumpulan data serta memberikan masukan terhadap peningkatan fitur dan
pelayanan. Konsep community empowerment menekankan bahwa keterlibatan aktif
masyarakat dalam sistem yang mempengaruhi kehidupan mereka akan meningkatkan rasa
kepemilikan, sehingga mereka lebih proaktif dalam mendukung implementasi dan
keberlanjutan program.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi
Desa (SID) di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, merupakan representasi
konkret dari upaya transformasi digital di tingkat pedesaan yang berorientasi pada tata kelola
pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, namun masih menghadapi kendala
struktural, teknis, dan partisipatif yang cukup kompleks. Tujuan penelitian untuk
mengevaluasi pelaksanaan SID dan merumuskan rekomendasi strategis terjawab melalui
temuan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada keberadaan
regulasi lokal yang memadai, kapasitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap
teknologi, infrastruktur digital yang merata, serta aplikasi SID yang responsif terhadap
kebutuhan lokal. Kebaruan dari studi ini terletak pada penekanan terhadap pentingnya sinergi
antara penguatan regulasi, pelibatan aktif masyarakat, dan optimalisasi teknologi berbasis
partisipasi sebagai fondasi transformasi digital yang berkelanjutan di desa. Penelitian ini
menegaskan bahwa SID bukan sekadar alat administratif, melainkan bagian dari strategi
pembangunan inklusif yang selaras dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs) Desa, serta menjadi ruang belajar institusional bagi desa dalam beradaptasi dengan
ekosistem digital secara adil dan merata.

PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku, termasuk
pemberian persetujuan yang diinformasikan (informed consent), perlindungan terhadap
kerahasiaan informan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Perhatian
khusus diberikan kepada partisipan dari kelompok rentan guna memastikan keselamatan,
kenyamanan, dan hak partisipasi yang setara. Penelitian ini tidak menerima pendanaan
eksternal, dan penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan. Seluruh data dan
informasi yang disajikan diperoleh melalui metode penelitian yang sah dan telah diverifikasi
untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Penggunaan kecerdasan buatan (Al) dibatasi
hanya pada bantuan teknis penulisan dan penyuntingan bahasa, tanpa memengaruhi
substansi ilmiah dari karya ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada para informan atas
wawasan berharga yang diberikan, serta kepada para penelaah anonim atas masukan
konstruktif terhadap versi awal naskah ini. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi dan
kesimpulan artikel ini.
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